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Abstract: Comparison of Participatory Development Planning with Regional Planning. This
study aimsto analyze the comparison of participatory development planning with regiona planning
in Desa Sungai Beringin dan Desa Rawa Bangun, District Rengat, Indragiri Hulu Regency, Riau
Province. Thisresearch uses descriptive qualitative method aimsto obtain athorough comparison
with participatory development planning regional planning. Theresults show that the participatory
development planning involves many grassroots communities, such as women, the poor and
ordinary people. And these communities continued to follow his proposal to ketahap decision
making. While the local development planning cendreng elitist, less accommodated proposals
from the community and the public are not involved until kepengambilan planning decisions.
Some of the constraintsfaced by local government in terms of development planning are: thelack
of human resources in the areas of planning, budget constraints, and many of the political
decision-making..

Abstrak: Perbandingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis perbandingan perencanaan
pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan daerah di Desa Sungai Beringin
dan Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang
mendalam tentang perbandingan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan
pembangunan daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan
partisipatif banyak melibatkan masyarakat |apis bawah, seperti kaum perempuan, rumah tangga
miskin dan masyarakat biasa. Dan masyarakat ini terus mengikuti usulannya sampai ketahap
pengambilan keputusan. Sementara pada perencanaan pembangunan daerah cendreng elitis,
usulan dari masyarakat kurang diakomodir dan masyarakat tidak dilibatkan sampai kepengambilan
keputusan perencanaan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal
perencanaan pembangunan diantaranya: kurangnya sumberdayamanusiadi bidang perencanaan,
keterbatasan anggaran, dan banyaknya kepentingan politik para pengambilan kebijakan.
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PENDAHULUAN

Sejalan dengan pel aksanaan otonomi daerah,
terjadi perubahan yang mendasar dalam proses
Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga
berpengaruh pada proses Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Na:
sond yang lamalebih menekankan daftar usulan
dengan membuat ““shopping list” kegiatan
sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya, dan
tidak terbatas, sehingga proses perencanaan
pembangunan yang lamadianggap hanyasesuai
dengan keinginan bukan kebutuhan. Disamping
itu proses perencanaan pembangunan sangat
“powerfull” mulai dari perencanaan hingga
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penentuan anggaran, hal tersebut mengalami
perubahan ke perancanaan pembangunan yang
|ebih menekankan rencanakerja, input, kegiatan
dan output, sehinggaperencanaan dimula de-
ngan informasi tentang ketersediaan sumber
dayanya dan arah pembangunan nasional,
critical poin-nya perencanaan bertujuan me-
nyusun hubungan optima antarainput danoutput.

Koordinasi perencanaan pembangunan
daerah yang dilaksanakan selamaini tidak meli-
batkan masyarakat. Dalam proses pembangunan
daerah, hal tersebut merupakan elemen utama
dalam implementasi kebijakan desentralisasi.
Untuk menghasilkan pembangunan daerah
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berkel anjutan, keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan dan penganggaran daerah
sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan
yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang
harus mengutamakan kepentingan masyarakat
danmeningkatkan pelayanankepadamasyarakat.
Pelaksanaan koordinas tersebut dinamakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunandisingkat
Musrenbang.

Musrenbang merupakan wahana utama
konsultas publik yang digunakan pemerintah
dalam penyusunan rencanapembangunan nasio-
nal dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahu-
nan merupakan forum konsultas parapemangku
kepentingan untuk perencanaan pembangunan
tahunan, yang dilakukan secaraberjenjangmdaui
mekanisme* bottom-up planning”, dimulai dari
Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, forum
SKPD dan Musrenbang K abupaten/K ota, dan
untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang
Kabupaten juga digunakan sebagai masukan
untuk Musrenbang Provinsi, apat Koordinas
(Rakorpus) dan Musrenbang Nasiond.

Pemberdayaan Masyarakat seperti halnya
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan atau sering disebut
PNPM —MPd. Upayamengintegras kan peren-
canaan pembangunan partis patif menjadi sebuah
program kerjayang bersifat strategis. Peren-
canaan partisipatif yang dikembangkan dalam
PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan de-
ngan perencanaan partisipatif dikembangkan
ddam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa(Musrenbangdes).

K ekuatan utamaPNPM-M Pd add ah proses
pengambilan keputusan pembangunan yang
dirumuskan secarakol ektif oleh sebesar-besar-
nyawargadesayang hadir ddam Musyawarah
Desa (Musdes) ataupun dalam Musayawrah
Antar Desa(MAD). Strategi penguatan ruang
perbincangan publik untuk memvitdisad tradis
musyawarah mufakat menjadi inti kekuatan
PNPM Mandiri Perdesaan. Selainitu pembia-
saan wargadesauntuk mengel oladanaBantuan
Langsung Masyarakat (BLM) sesual prosedur
kerjaPNPM-MPdjugamenjadi kekuatan pokok
dari programini.

Pola pembangunan secara partisipatif
merupakan sebuah polayang melibatkan masya
rakat mulai dari proses, pelaksanaan sampai
kepada pelestarian pembangunan tersebut.
Masyarakat terlibat secaralangsung dengan azaz
Dari Olehdan Untuk Mayarakat (DOUM). De-
ngan polaseperti ini, makapembangunan yang
dilakukan itu akan lebih tepat sasaran danlebih
bermanfaat kepadamasyarakat itu sendiri. Ka-
rena pembangunan yang dilakukan itu ber-
dasarkan kebutuhan mayarakat itu sendiri.

Mekanismetop down rencanapembangunan
digunakan sebagai pedoman kerangka kerja
daerah dengan merumuskan:

1. Bagi wilayah daratan nasional menjadi
beberapa daerah untuk kemudahan opera-
sond

2. Tetapkan kebijakan pembangunan khusus
daerah

3. Khususkan tujuan pembangunan dasar

(proyeks pertumbuhan penduduk dan pro-

duk daerah brutto), perkiraan pembangunan

, infrastruktur dan penggunaan |ahan.

Rumuskan rencanaa okasi sumberdaya

Berikan pedoman untuk menangani masaah

pembangunan khususdaerah

Mekanisme bottom up rencana pemba-
ngunan digunakan sebagal Pedoman Kerangka
K erjadaerah dengan merumuskan:

1. Rencanapembangunan harusjelasmendes-
kripsikan usulan masing-masing proyek
termasuk jadwal pengadaan sertacarater-
baik untuk memobilisas tenagakerjasetempd;

2. Rencanadikomunikasikan dengan bahasa
sederhanasehinggadapat dimengerti semua
orang dan disetujui sehinggasedapat mungkin
merepresentasikan aspirasi dari penduduk
lokd;

3. Menyusun pedoman untuk membentuk
komitebersamawakil rakyat dan pemerintah
ddammemantaukemguan pd aksaneenproyek.

Penelitianini bertujuan untuk menganalis
perbandingan perencanaan pembangunan parti-
g patif dengan perencanaan pembangunan daerah
di DesaSunga Beringindan DesaRawaBangun
K ecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

oA
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METODE

Metodeyang digunakan daam pendlitianini
add ah menggunakan metode penditian deskriptif
kudlitetif dengan pendekatan induktif. Pendlitian
deskriptif merupakan penditianyang nonhipotess
sehinggadalam rangka penelitiannyabahkan
tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Metode
pendlitian deskriptif adaah metodeyang diguna-
kan untuk mendapatkan gambaran kesal uruhan
objek penelitian secaraakurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan Pembangunan Daerah (Reguler)
1. Musrenbang Desa

Musrenbang desa tahun 2010 dilakukan
bulan Januari 2010 dengan mengacu kepada
dokumen RencanaPembengunan JangkaM enengah
Desa(RPJM Desa) dan dokumen rencanata-
hunanyaitu RK P Desaseperti telah tertuang pada
PPNo. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Desa.

Musrenbangdesdi DesaRawaBangun di-
laksanakan tanggal 23 Januari 2010, dimana
Musrembangdestersebut bertujuan untuk mem-
bahas usulan pembangunan tahun 2011, adapun
usulan untuk Tahunanggaran 2011, berdasarkan
RencanaK erjaPembangunan Desa(RKP Des)
ditujukan ke empat sektor sumber pendanaan
yaitu sebagai berikut;
1. MUSRENBANG

- Pengerasan dan Pengaspalan jalan poros

- Perbaikan kanal seluruh desa (Penguncian
Parit)

- Pengerasan Jalan dan Pembuatan jembatan
kelahan|l

- Penambahan gedung SD dan MDA

- Penimbunan dan Perawatan | gpangan bolakaki

- Bantuan pupuk bersubsidi

- Pembangunan Gedung PKK

2.ALOKASI DANA DESA (ADD)

- Perlebaran Ruang Kantor Desa

- Pembuatan Ruang Perpustakaan

- Penetapan Honor RT/RW

- Penambahan Dana Operasional Perangkat
Desa

- Pembuatan Peraturan Desa
- Penyemprotan Voging secaraBerkaa
3. PNPM-MPd
- Penimbunan dan pengerasanjaanjaur
- Pemberian honor guru MDA, TPA/TKA
- SPP

4. PNPM Integras

- Semenisad jaanjdur

- Pelatihan dan pembinaan kel ompok PKK
untuk menjahit

Adapun pel aku-pe aku daam musrenbang

desaantaralaindihadiri oleh:

1. Camat Rengat danjgarannya

2. KepalaDesa

3. RT/RW dari masing-masing desa

4. Masyarakat ddam had ini Tokoh Masyarakat
atau pemukamasyarakat

2. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang K ecamatan dimanapel aksa-
naan Musrenbang Kecamatan pada bulan
Februari 2011. Adapun pelaku dalam Musren-
bang Kecamatan antaralain:

1. Camat Rengat danjgjarannya

2. Bappeda

3. KepaaDesadanjgarannya

4. Tokoh Masyarakat yang diwakili oleh
masing-masing desa

3. Tahap Forum SKPD

Setel ah perumusan masdah di tingkat Mus-
renbang Kecamatan selesal dimanaperumusan
masal ah merupakan rangkuman seluruh usulan
dari bawah yang telah melalui proses penye-
lidikan baik oleh aparat kecamatan, tokoh
masyarakat, kepaadesahinggaRT/RW masing-
masing desa, makaproses selanjutnyaMusren-
bang K ecamatan yang jugamerangkum saluruh
kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang
dibagi ddam 5 Bidang antaralain:

Bidang Pendidikan
Bidang Kesehatan
Bidang Perhubungan
Bidang Ekonomi, dan
Bidang Aparatur

aghhowdE
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Usulan yang digjukan padatahap Musren-
bang K ecamatan dari limabidang tersebut, yang
dianggap mampu mewakili kepentingan masya
rakat di Kecamatan Rengat kemudian di bawah
ketahap selanjutnya, yaitu Forum SKPD pada
bulan Maret dengan membahas Draft awal
Rancangan RKPD tahun 2010.

Tahapini padabulan Maret usulan Musren-
bang dari Kecamatan digjukan dalam Forum
LintasSKPD, disni disusuntentang pembahasan
dan penyusunan Rancangan kerjaSKPD dari
measing-masing dinasyang masuk dalam usulan
Musrenbang yang digjukan oleh desalkel urahan
dan Kecamatan Rengat.

Adapun padaForum SKPD dihadiri oleh
parapel aku masing-masing antaralain dari :

1. Kecamatandanjgarannya

2. SKPD terkait

Pada Forum SKPD terjadi penggodokan
dan pembahasan masing-masing usulan yang
digukanyangtelah selesal di rumuskan pada
Musrenbang K ecamatan, dimanaForum SKPD
seharusnyadilaksanakan

Adapun Forum SKPD berisi :

1. Membahasrincianimplementas usulan pada
musyawarah perencanaan pembangunan
tingkat kecamatan, apakah akan direalisa-
sikan atau tidak, akankah realisasinyautuh
atau sebagian, lalu akan diskal aprioritaskan
oleh SKPD.

2. Setelahitu, makaakan dilihat prediksi ang-
garantahunredlisas perencanaan atasusulan
tersebut.

3. SKPD akan mendapatkan pagu anggaran
(jatah kegiatan) setelah diprediksi. Artinya
SKPD baru mendapatkan pagu saat dil aku-
kan forum SKPD.

4. Setelahitu, SKPD melihat daftar prioritas.

4. Musrenbang Kabupaten

Setelah usulan musrenbang dibahas dan
sekalipun terjadi tarik menarik dan perdebatan
namun usulan musrenbang yang digukan dapat
diterimadengan catatan tertentu dan pertimba-
ngan yang dapat diterima sertaalasan-alasan
yang digjukan baik dari pihak K ecamatan Rengat

maupun pihak dinasterkait hanyadilaksanakan
selama2 minggu, makamasuk ketahap berikut-
nyayaitu tahap Musrenbang K abupaten yang
membahas draft akhir rancangan RKPD tahun
2010.

Tahap Musrenbang Kabupaten, seluruh
usulan yang diajukan melalui draft awal yaitu
tahap di Musrenbang K ecamatan telah melaui
penggodokan dengan dasan danasums masing-
measing dinas, sehinggadis mpulkan Draft Akhir
Rancangan RKPD tahun 2010 untuk kemudian
diteruskan ketahap selanjutnya.

Musrenbang K abupaten dilaksanakan di
Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu,
dimanaBappedayang dihadiri olen Timnyahanya
mendengar pendapat dan berdebatan yang
terjadi padatahap Forum SKPD dan Musren-
bang K abupaten. Sembari mendengar perdebatan
sertad asan yang dikemukakan masing-masing
dinasterkait, Bappedajugaturut merumuskan
tujuan dari Musrenbang K abupaten Tersebut
dimanaperumusantujuanyaitu gunamerumuskan
kepentingan masyarakat yang digjukan dari
bawah untuk hal-hal yang terpenting terlebih
dahulu.

5. Tahap Tim Anggaran Pembangunan
Daerah (TAPD)

Setelah hasl Musrenbang K abupaten sdesal
dirumuskan awal bulan Mei pertengahan maka
dilakukan Sharing budget APBD Proving oleh
Bappedadan timnyauntuk merumuskan sebe-
rapabesar anggaran yang tersediapadabulan
April itujuga. Dimanapadatahap TAD Ang-
garan dihadiri oleh pelaku-pelaku antaralain
anggota legidlatif: Tim Anggaran Keuangan
Bappedadan DPRD.

6. Tahap RAPD dan Ranperda Penentuan
Anggaran
Padatahapini yang merupakan tahap akhir
dilaksanakan padabulan Juli-Agustus dimana
penentuan usulanyang diterimadan yang ditolak
diserahkan kepadaBupeti sertakemudian dibahas
kembali bersama-samadengan DPRD.
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Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(PNPM-MPd)

Polapembangunan partis patif merupakan
sebuah polayang meibatkan masyarakat mulai
dari proses, pel aksanaan sampai kepadapeles-
tarian pembangunan tersebut. M asyarakat terlibat
secaralangsung, dengan azasDOUM . Dengan
polaseperti ini maka pembangunan yang di-
lakukan itu akan | ebih tepat sasaran dan lebih
bermamfaat kepada masyarakat itu sendiri.
Karena pembangunan yang dilakukan itu
berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
1. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

(MADSO0s)

MAD Sosiaisas merupakan pertemuan
antar desauntuk sosialisas awal tentang tujuan,
pring p, kebijakan, prosedur maupun hd-hd yang
berkaitan dengan PNPM-MP, serta untuk
menentukan kesepakatan-kesepakatan antar
desadalam melaksanakan PNPM-MP.

MusyawarahAntar DesaSosoidisa (MAD
S0s) untuk kecamatan Rengat dil aksanakan hari
Sabtu tanggal 29 Januari 2011 bertempat di
Kantor Camat Rengat, yang dimulai dari jam
08.30.WIB sampai dengan jam 13.00.WIB
yang hadir ddamMAD Sosalisas ini sebanyak
114 orangyangterdiri dari utusan masing-masing
desa

Hadl yang diperolehddamMAD Sosdisss
add ah sebagai berikut:

- Dipahaminyainformas pokok PNPM-MP
meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, penda-
naan, organisas, prosesdan prosedur.

- Dipahaminyacarapemetaan Rumah Tangga
Miskin (RTM) dan kegunaannya

- TerbentuknyaBadan K erjasamaAntar Desa
(BKAD

- TerbentuknyaTimVerifikes

- Tersosalisas nyarencanapembentukan unit
Pengolahan Kegiatan (UPK) dan badan
pengawasan UPK (BP-UPK) bagi kecamatan
yang belumterbentuk.

- Tersusunnyapenggunaan DanaOperasiond
Kegiatan (DOK) Perencanaan.

Dokumenyang dihasilkandadamMAD Sos
yatu:

- Beritaacarayang menuangkan hasil keputusan
musyawarah

- Jadwd Musyawarah desasosidisas

- Rencanapenggunaan danaDOK Perencanaan
Musyawarah antar desasosdisas ini meru-

pakan prosesawal dalam pel aksanaan kegiatan

PNPM-Mandiri pedesaan dari Musyawarah

antar desaini akan dilanjutkan dengan pertemuan

tingkat desayang disebut dengan Musyawarah

DesaSosidisas (MD Sos).

2. Musyawarah Desa (MD Sosialisasi)

Musyawarah DesaSosdisas dilaksanakan
hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 di Desa
Sungai Beringin dengan jumlah Peserta 45
Orang, yang terdiri dari KepalaDesa, dan Pe-
rangkatnya, BPD dananggotanya, LPM, KPMD,
perwakilan RTM, Perwakilan Perempuan dan
Tokoh Masyarakat Lainnya, Musdes Sosalisas
merupakan musyawarah masyarakat desaseba
gal gang sosiadisas yang dilaksanakan segera
satelah MAD Sosidisas. Musyawarahini juga
mas h merupakan bagian dari kegiatan Sogdisas
PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Tujuan diadakannyaMusdessosdisad ini
yatu;

- Memperkenadkan PNPM Mandiri Perdesaan
kepadaBPD, Aparat pemerintah desa, tokoh
masyarakat dan masyarakat umumdi desa.

- Memilih ketua TPK sebagai penanggung
jawab operasional di desa, sekretaris dan
bendaharaTPK.

- Memilih dan menetapkan 2 orang KPMD
yaitu 1 oranglaki-laki dan 1 orang perempuan.

Musyawarah DesaSosdisas ini memutus-

kan hal-hal sebagai berikut :
- Menyebarluaskaninformas tentang PNPM
Mandiri Perdesaan

TerpilihnyaTim PengelolaK egiatan (TPK)
Terpilihnya2 orang KPMD
Menyepakati jadwal Musdes|nformas dan
MAD Prioritasusulan padatanggal 9 Maret
2011
- Membuat Surat pernyataan kesanggupan

untuk berpartisipatif dalam PNPM-MP.
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3. Penggalian Gagasan

Penggalian gagasan adal ah proses untuk
menemukenai gagasan-gagasan kegiatan atau
kebutuhan masyarakat dalam upayamengatasi
permasal ahan kemiskinan yang dihadapi dan
mengembangkan potend yang adadi masyarakat.

Adapun kegunaan petasosia desayaitu
- Untuk menggali gagasan masyarakat dalam

menentukan kegiatan-kegiatan gpasgayang
dapat memenuhi kebutuhan dan bergunabagi
mayoritasrumahtanggamiskin.

- Untuk melaksanakan dan memantau pel aksa-
naan tahapan PNPM-M P seperti penulisan
usulan, verifikasi, musyawarah desa dan
musyawarah antar desa.

- Untuk melengkapi peta sosial yang telah
dibuat selanjutnyaadalah mel akukan peme-
taan lembaga-lembagayang adadi dusun/
desatermasuk kelompok simpan pinjam pe-
rempuan, sertapolahubungan yang ada, tu-
juannya adalah agar masyarakat dapat
memamfaatkan lembaga yang ada untuk
saranamemecahkan masal ah yang dihadapi
sertamengoftimakan potens lingkunganyang
dimiliki.

4. Musyawarah Penggalian Gagasan
Musyawarahpenggalian gagasan adalah
pertemuan kel ompok-keel ompok/dusun untuk
menemukan gagasan-gagasan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat terutamaRTM, gagasan-
gagasan yang disampaikan oleh masyarakat
tidak sekedar gagasan kegiatan yang digjukan
dalam rangka mendapatkan danaPNPM-MP,
tetapi berupa gagasan dalam kaitan langsung
penanggulangan kemiskinan. Yang dihasilkan
ddammusyawarah penggdian gagasanyaitu:

- Dipahaminya hal-ha pokok tentang PNPM-
MPmdiputi tujuan, pringp, ketentuan dasar
dandur kegiatan.

- Gagasan-gagasan kegiatan maupun visi
kedepan dari masyarakat untuk mengatasi
permasalahan dan penyebab kemiskinan,
berdasarkan potens dan sumber dayalokal
yangdimiliki.

- Adapun dokumen yang dihasilkan dalam
musyawarah penggalian gagasanini berita

acarakeputusan has| musyawarah dan daftar
gagasan

5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan
(MKP)

Musyawarah desa Khusus Perempuan
(MKP) dilaksanakan pada tanggal 20 April
2011, bertempat di Balai DesaSungal Beringin
Kecamatan Rengat yang dihadiri oleh kaum
perempuan dan dilakukan dalam rangkamem-
bahasgagasan-gagasan dari kel ompok-kel ompok
perempuan dan menetapkan usulan kegiatan
yang merupakan kebutuhan desa. Usulanyang
disampaikan perlu mempertimbangkan hasil
penggalian gagasan yang tel ah dil akukan sebe-
lumnya, selanjutnyadisampaikan padamusya-
warah desa perencanaan untuk disyahkan seba
gal bagian dari usulan desa. Adapun hasi| dari
Musyawarah DesaK aum Perempuan tersebut
addah:

- Ditetapkannyausulan kegiatan Smpan Finjam
kelompok perempuan

- Terpilihnyacalon-calon wakil perempuan
yang hadir di Musyawarah Antar Desa
prioritasusulan di kecamatan.

6. Musyawarah Desa Perencanaan (MDP)

Musyawarah Desa Perencanaan dilaksana-
kantanggal 25Apri 2011 di Balai desaSungai
Beringin Kecamatan Rengat. MDPini bertujuan
untuk membahas seluruh gagasan kegiatan.
Adapun hasil yang di dapat dari musyawarah
desaperencanaanini yaitu:

- TersusunnyaVis yang dibuat berdasarkan
proses sebelumnyayang berasal dari peng-
gdian gagasan MKP,

- Tersusunnyapetasosial desadan prioritas
kegiatan dari hasil penggalian gagasanyang
kemudian dijadikan bahan penyusunan
RencanaK erjaPembangunaDesa(RK PDes).

- TerpilihdanditetapkannyaTim PenulisUsulan
dan Tim Pemeliharaan.

7. Tim Penulisan Usulan (TPU)

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk
menguraikan secaratertulis gagasan-gagasan
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kegiatan masyarakat yang sudah disetujui
sebagai usulan desayang akan digjukan pada
Musyawarah Antar Desa (MAD).Proses ini
dilakukan oleh Tim PenulisUsulan (TPU) yang
telah dipilih dalam musyawarah desa peren-
canaan. Adapun hasi| yang diharapkan dari TPU
ini yaitu disusunnya proposal-proposal usulan
yang telah ditetapkan desauntuk digjukan ke
MAD di kecamatan, sertadokumen-dokumen
yang dibutuhkan.

8. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahapan
perencanaan yang bertujuan untuk memeriksa
danmenila kelayakan usulankegiatan dari setigp
desauntuk didanal PNPM-MP. Tim verifikas
ini akan turun kelapangan atau ke desa-desa
dimanalokas usulanituberadadisampingituTim
Verifikas jugaakan memberi umpanbdik di desa
sebelum memberikan rekomendas kelayakann
usulan.rekomendas kdlayakendari TimVerifikas
akan diperiksaoleh Fasilitator Kecamatan. Ter-
utama yang berkaitan dengan aspek teknis,
sdanjutnyaTim Verifikas akan membuat reko-
mendas hasi| penilaian disertal dengan catatan
pemeriksadari Fasilitator Kecamatan. Reko-
mendas Tim Verifikasi akan menjadi dasar
pembahasan di MAD prioritasusulan.

9. Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas
Usulan

MusyawarahAntar Desa(MAD ) Prioritas
Usulan dilaksanakan padatanggal 02 Me 2011
di Kantor Camat Rengat, pertemuanini bertujuan
membahas dan menyusun peringkat usulan
kegiatan. Penyusun peringkat bedasarkan atas
kriteriakelayakan sebagaimanayang digunakan
olehTimVerifikas ddammenila usulankegiatan.
Sementarapenyusunan prioritas Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) dilakukan secara
terpisah dengan kegiatan fisik atau usulan desa
lainnya. Dokumen yang dihasilkan dari MAD
Prioritasyaitu:

- Beritaacarahasil musyawarah
- Déftar rangking atau prioritasusulan kegiatan
- Rumusanrenstrakecamatan

10. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan
Usulan

MusyawarahAntar Desa(MAD) penetapan
usulan merupakan musyawarah untuk mengambil
keputusan dilaksanakan tangga 06 Mei 2011 di
Kantor Camat Rengat yang didanai melalui
PNPM Mandiri Perdesaan. K eputusan penda-
naan harus mengacu padaperingkat usulanyang
telah dibuat padasaat MAD PerioritasUsulan
Jkapadasaat MAD prioritasusulantdah sdesa
dibuat berikut disain RAB nyamakakeputusan
penetapan usulan yang akan dibiayai melalui
PNPM-M P bisalangsung disdlenggarakan sete-
lah agendaMAD prioritasusulan diselesaikan.

11. Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD

Musyawarah desainformasi ini merupakan
musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan
hasi| penetapan alokasi dana PNPM Mandiri
Pedesaan yang diputuskan dadlamMAD Pene-
tapan usulan.

Analisa Perbandingan Proses Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Proses
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(PNPM-MP)

Musrenbang adalah forum perencanaan
(Program) yang disel enggarakan oleh lembaga
publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama
dengan wargadan parapemangku kepentingan
lainnya. Musrenbang yang bermaknaakan mam-
pu membangun kesepahaman tentang kepen-
tingan dan kemajuan desa, dengan cara me-
motret potensi dan sumber-sumber pemba-
ngunan yang tersediabaik dari dalam maupun
luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju
apabilasalah satu sgjadari tigakomponentata
pemerintahan (pemerintah, masyarakat, sSvasta)
tidak berperan atau berfungs. KarenaituMus-
renbang juga merupakan forum pendidikan
warga agar menjadi bagian aktif dari tata
pemerintahan dan pembangunan.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Musrenbang

Secaraekspilsit payung hukum pel aksanaan
Musrenbang diatur dalam UU No. 25 Tahun
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2004 yang secarateknis pel aksanaanyadiatur
melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
K epalaBappenasdan Menteri Dalam Negeri

tentang petunjuk teknis penyel enggaraan Mus-
renbang yang ditertibkan setiap tahun. Secara
khusus musrenbang desadiatur dalam Permen-
dagri No. 66 Tahun 2007 yang didalamnya
termuat petunjuk teknispenyelenggaraan Mus-
renbang untuk menyusun RencanaPembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
rencanaK erja Pembangunan Desa (RKPDes)

tahunan yang kemudian ditekniskanlagi melaui

Surat Dirjen PMD No0.414.2/1408/PMD
tanggd 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Pembangunan desa.

Disamping UU dan PP lainnya PNPM
Mandiri Perdesaan tetgp bekerjaotonom sebagai
sebuah program nasional dalam rangka pe-
nanggul angan kemiskinan yang dilaksanakan
secaralegal berdasarkan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 414.2/3717 PMD tanggal 5
Nopember 2008 tentang Petunjuk Teknis Ope-
rasional PNPM Mandiri Perdesaan. Dan Surat
Mendagri N0.414.2/2207/PMD tangga 18 Mei
2010 tentang Panduan teknis I ntegrasi Peren-
canaan Pembangunan.

2. Pihak-pihak yang Terlibat

Berdasarkan paparan diatas diketahui
bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah pro-
ses perencanaannyadimulal dari Musrenbang
desa, Musrenbang K ecamatan, Forum SKPD,
Musrenbang K abupaten dan Pembahasan akhir
Anggaran antaraBksekutif (TAPD) dan Legidatif
(DPRD). Setiap pel aksanaan Musyawarah baik
MADSos sampai kepada MAD Penetapan
Usulan selalu diikuti oleh masyarakat umum
seperti kepaadesadan jgarannya, BPD, LPM,
L SM/Ormas, kaum perempuan, rumah tangga
miskin, tokoh agamadan masyarakat lainnya
yang berminat hadir. Pengambilan K eputusan
padas stimini berlaku pemilihan suaraterbanyak
dan azas musyawarah dan mupakat.

3. Tahapan Perencanaan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan sebagai musyawarah tahunan
pada pemangku kepentingan yang ada di
Kabupaten Indragiri Hulu, dengan berpedoman
kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasiona yangdimulai dari prosesMusyawarah
Perencanaan Pembangunan tingkat Desa
(Musrenbang Des), Musyawarah Perencanaan
Pembangunantingkat K ecamatan (M usrenbang
K ecamatan), Musyawarah Perencanaan Pem-
bangunan tingkat Kabupaten (Musrenbang
K abupaten), dilanjutkan dengan Forum SKPD,
TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
Pembahasan akhir anggaran antaraLegidtif dan
Eksekuitif.

Proyek yang diluncurkan oleh SKPD ini
pel aksanaannyamelalui proses|elang/tender
kepada parakontraktor yang memenuhi syarat
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Se-
mentarakegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh PNPM Mandiri Perdesaan tidak adalagi
proses |lelang/tender. Pada pola partisipatif
PNPM-MP kegiatan itu ditetapkan pada
Musyawaran Antar Desa Penetapan Usulan
melalui Surat Penetapan Camat (SPC) yang
disetujui oleh Bupati Indragiri Hulu. Proyek atau
kegiatan yang disetujui tersebut dilaksanakan/
dikelola oleh masyarakat itu sendiri yang
berbentuk Tim PengelolaKegiatan (TPK) yang
sudah terbentuk pada Musyawarah Desa
Sogdisas.

4. Sumber Dana

Proyek atau kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah yaitu bersumber dari Dana
APBD |,APBD Il danAPBN. Sedangkan pem-
bangunan polapartigpatif yang dilaksanakan oleh
PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari
APBN dalam bentuk Bantuan Langsung Mas-
yarakat (BLM), sharing APBD II, ADD,
swadayamasyarakat seperti yang dibicarakan
padaMusyawarah Antar DesaPrioritasUsulan
yang berbunyi sebagai berikut Setiap kegiatan
yang akan dilakukan dimungkinkan adanyasum-
bangan |ahan atau asset lain dari masyarakat.



Perbandingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Perencanaan Pembangunan Daerah (Syapriadi) 39

3. Hasil Perencanaan (Dokumen Perencanaan)

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
(Reguler) yang dimulai dari Musrenbang Desa
sampai kepada Penetapan Anggaran akan
menghasilkan Dokumen Perencanaanitumulai
dari Usulan dari Desa, Rencana KerjaKeca-
matan, RencanaKerjaSKPD, RKA SKPD dan
Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran
Pembangunan Daerah.

Pada polapembangunan partisipatif yang
dilaksanakan oleh PNPM-Mandiri Perdesaan
Dokumen Perencanaan yang dihasilkan dimulai
dari Pembuatan Usulan dari desa, pendataan
Rumah Tangga Miskin, Peta Sosial Desa,
RencanaK erjaPembangunan Desa(RKPDes),
RencanaPembangunan JangkaMenengah Desa
(RPIM Des) yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

SIMPULAN

Pada perencanaan pembangunan daerah
(reguler) rentang waktu terlalu panjang yaitu
dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan
September padatahun yang sedang berjalan,
dan pelaksanaan kegiatannya untuk tahun
berikutnyaatau satu tahun ke depan. Sedangkan
PNPM-M Pd rentang waktu perencanaan dari
bulan Januari sampai bulan Mei/Juni padatahun
yang sedang berjalan dan pel aksanaan kegiatan-
nyajugapadatahun yang sama. Orang-orang
yang terlibat dalam perencanaan pembangunan
daerah kebanyakan parapemangku kepentingan
(stakeholders) seperti Kepala Desa, Camat,
Kepala-kepala SKPD, Bappeda, Eksekutif dan
Legidatif. Dan padaperencanaan pembangunan
partid patif mdlibatkan masyarakat, kaum perem-
puan, rumah tanggamiskin perangkat desa, BPD,
LPM dan Tokoh masyarakat lainnya. Partispas
masyarakat pada pembangunan daerah sedikit
sekali dikarenakan masyarakat hanyasebagai
penikmat sesaat, sedangkan padapembangunan
partisipatif masyarakat merasa puas karena

merekadilibatkan sebagal pel aku pembangunan,
dan masyarakat adarasamemiliki pembangunan
tersebut.
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